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Abstract 

This study aims to analyze the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation No. 5 of 2002 

concerning Public Order, particularly in the context of controlling street vendors (PKL) in Senapelan District. The 

problem arises from the use of public spaces such as sidewalks and roads by street vendors, which causes traffic 

congestion, sanitation issues, and a decline in urban aesthetics. Although the Kodim Market area on Jalan Teratai 

has now been officially recognized as a traditional market by the Pekanbaru City Government, problems related to 

order and spatial arrangement persist.This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data 

collection techniques include field observation, in-depth interviews with Civil Service Police Unit (Satpol PP) 

officers and street vendors, as well as field documentation. The analysis is based on public policy implementation 

theory, which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.The findings 

indicate that the implementation of Regional Regulation No. 5 of 2002 has not been optimal. The challenges include 

a shortage of Satpol PP personnel, ineffective relocation sites for street vendors, weak inter-agency coordination, and 

inadequate dissemination of regulations to the vendors. Moreover, enforcement efforts tend to be temporary, as 

many street vendors return to their original locations shortly after being removed.It can be concluded that the efforts 

to enforce public order in Senapelan District still require stronger policy implementation, improved supervision, 

and cross-sectoral synergy to achieve sustainable urban order 

Keywords: Policy Implementation, Public Order, Street Vendors, Regional Regulation, Satpol PP. 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 

Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, khususnya dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) 

di Kecamatan Senapelan. Permasalahan muncul akibat aktivitas PKL yang memanfaatkan ruang publik 

seperti trotoar dan badan jalan, sehingga menimbulkan kemacetan, gangguan kebersihan, dan 

penurunan estetika kota. Meski kawasan Pasar Kodim di Jalan Teratai kini telah diakui secara resmi 

sebagai pasar tradisional oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, permasalahan ketertiban dan penataan tetap 

berlangsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat 

Satpol PP dan pedagang, serta dokumentasi di lapangan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori 

implementasi kebijakan publik yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 5 Tahun 2002 belum berjalan 
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secara optimal. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya personel Satpol PP, tidak efektifnya lokasi 

relokasi PKL, lemahnya koordinasi antar instansi, serta belum maksimalnya sosialisasi regulasi kepada 

para pedagang. Selain itu, tindakan penertiban cenderung bersifat sementara dan tidak memberikan efek 

jangka panjang karena PKL kerap kembali ke lokasi semula. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa upaya penegakan ketertiban umum di Kecamatan Senapelan masih memerlukan penguatan 

dalam pelaksanaan kebijakan, peningkatan kualitas pengawasan, serta sinergi lintas sektor untuk 

menciptakan ketertiban yang berkelanjutan. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, 

Satpol PP. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk 

mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Salah satu 

kewajiban utama adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui 

kebijakan operasional seperti peraturan daerah (perda). 

Namun, penataan ruang usaha informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) sering belum 

optimal. Keterbatasan akses ke sektor formal membuat PKL memanfaatkan ruang publik untuk 

berjualan. Akibatnya, muncul masalah kepadatan lalu lintas, penurunan kebersihan, konflik 

sosial, serta pelanggaran pemanfaatan ruang publik. 

Di Kota Pekanbaru, Jalan Teratai atau Pasar Kodim menjadi contoh kawasan PKL yang 

sulit ditertibkan meskipun sudah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2002. Data Satpol PP 

menunjukkan penertiban PKL dilakukan rutin dan intensif, tetapi hasilnya belum maksimal 

karena pedagang kerap kembali ke lokasi semula. Penertiban bersifat insidental, pengawasan 

lemah, dan sanksi belum diterapkan secara tegas. 

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan 

pelaksanaannya di lapangan. Keterbatasan fasilitas relokasi, biaya sewa tinggi, dan minimnya 

minat pembeli di tempat resmi juga membuat PKL enggan pindah. Oleh karena itu, penegakan 

perda perlu diperkuat dengan pengawasan berkelanjutan, sanksi efektif, pembaruan regulasi, 

serta solusi penataan ruang usaha informal yang lebih adaptif. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Administrasi 

Administrasi adalah rangkaian kegiatan terencana berupa kerja sama sekelompok orang 

untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, mencakup penetapan kebijakan, 

pelaksanaan, pengendalian, serta fungsi pelayanan, pencatatan, pengarsipan, dan penataan 

dokumen; secara luas, administrasi publik berarti seluruh proses penyelenggaraan tugas 

pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Organisasi 
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Organisasi adalah wadah kerja sama antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, 

berbagi tugas, memiliki hubungan atasan-bawahan, dan terikat secara formal untuk mencapai 

tujuan bersama secara terencana, terstruktur, dan berkesinambungan. 

3. Manajemen 

Manajemen adalah ilmu, seni, dan proses mengatur serta mengoordinasikan sumber daya 

manusia dan sumber daya lainnya (6M: man, money, method, machine, material, market) 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen mencakup fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan organisasi tercapai 

melalui kerja sama terstruktur dan produktif. 

4. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah tindakan terencana yang dibuat oleh pihak berwenang untuk 

mencapai tujuan tertentu, bersifat simultan, nyata dilaksanakan (bukan sekadar wacana), dan 

dapat berupa keputusan populer maupun tidak populer, serta positif (bertindak) atau negatif 

(tidak bertindak). Kebijakan publik memiliki tingkatan makro, meso, dan mikro, dan dijalankan 

melalui tahapan saling terkait mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan, 

pengesahan, implementasi, hingga evaluasi. 

5. Implementasi 

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan atau peraturan oleh 

berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik manajerial untuk mencapai tujuan kebijakan 

secara nyata. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, 

sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang saling terkait, sedangkan 

pendekatan terbaru menekankan bahwa proses ini juga bergantung pada dinamika politik, 

konteks sosial, jaringan aktor, dan ideologi yang berkembang. 

Dalam konteks lokal, implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 

2002 tentang Ketertiban Umum menghadapi tantangan seperti rendahnya kejelasan komunikasi 

kepada pedagang, keterbatasan sumber daya petugas, sikap pelaksana yang belum konsisten, 

serta prosedur birokrasi yang masih kaku. Oleh karena itu, pemilihan teori implementasi 

kebijakan George C. Edward III dinilai tepat karena mampu memetakan faktor-faktor kunci 

secara komprehensif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Keempat variabel ini menjadi kerangka analisis yang relevan untuk menilai sejauh mana 

penertiban PKL dapat dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan di lapangan. 

 

METODE  

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif 

untuk menggambarkan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 

tentang Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, 

khususnya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Senapelan. Data 

dikumpulkan dari dua kelompok, yaitu petugas Satpol PP yang terlibat langsung dalam 

penertiban PKL dan masyarakat atau PKL yang menjadi objek penertiban. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan secara purposive sampling untuk petugas Satpol PP dan accidental sampling 

untuk masyarakat atau PKL. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui 
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kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, serta data sekunder yang 

berasal dari Peraturan Daerah, laporan Satpol PP, arsip, dan literatur pendukung. Data 

dianalisis secara kuantitatif-deskriptif dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan 

George C. Edward III yang memfokuskan pada empat variabel utama: komunikasi, sumber 

daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Implementasi kebijakan menurut teori George Edward iii, yaitu: Komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan struktur birokrasi. 

Tabel V. 1 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai Terhadap 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 tentang 

Ketertiban Umum (studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 

Senapelan) 

NO Item Penilaian 
 

Kategori 

Penilaian 
 

Jumlah 

T CT KT 

1 Komunikasi 16 

(57,14%) 

7 

(25%) 

5 

(17,86%) 

28 

(100%) 

2 sumber Daya 12 

(42,86%) 

13 

(46,83%) 

3 

(10,71%) 

28 

(100%) 

3 Disposisi 13 

(46,43%) 

13 

(46,43%) 

2 

(7,14%) 

28 

(100%) 

4 Struktur Birokrasi 12 

(42,86%) 

14 

(50%) 

2 

(7,14%) 

28 

(100%) 

Jumlah 53 47 12 84 

Rata-rata 13 12 3 28 

Persentase 46,43% 42,86% 10,71% 100% 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2025 

 



944 

Rachel Alam Samudra1 Eko Handrian2  

Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 2 / 2025  

Tabel V.2 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden PKL Terhadap Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban 

Umum (studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Senapelan) 

NO Item Penilaian 
 

Kategori 

Penilaian 
 

Jumlah 

T CT KT 

1 Komunikasi 6 

(20%) 

20 

(66,67%) 

4 

(13,33%) 

30 

(100%) 

2 sumber Daya 2 

(6,67%) 

19 

(63,33%) 

9 

(30%) 

30 

(100%) 

3 Disposisi 4 

(13,33%) 

22 

(73,33%) 

4 

(13,33%) 

30 

(100%) 

4 Struktur Birokrasi 6 

(20%) 

16 

(53,33%) 

8 

(26,67%) 

30 

(100%) 

Jumlah 18 77 25 120 

Rata-rata 5 19 6 30 

Persentase 16,67% 63,33% 20% 100% 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2025 

Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian dari pegawai Satpol PP Kota Pekanbaru dan 

pedagang kaki lima (PKL) terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 

Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 

Senapelan), dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut 

di lapangan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan empat variabel dari model 

implementasi George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan 

struktur birokrasi. Hasil gabungan ini memberikan pandangan bagaimana kebijakan ini 

dijalankan serta dirasakan manfaat dan tantangannya oleh dua pihak utama: pelaksana 

kebijakan dan masyarakat terdampak. 

Pada aspek komunikasi, para pegawai menilai bahwa informasi terkait prosedur 

penertiban sudah cukup jelas dan dipahami di internal Satpol PP. Namun dari sisi PKL, masih 

ada keluhan terkait sosialisasi yang dinilai belum sepenuhnya merata, sehingga sebagian 

pedagang merasa kurang memahami alur penertiban maupun alternatif solusi yang disediakan 
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pemerintah. Ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi perlu diperkuat agar kebijakan 

dapat diterima dengan baik. 

Pada aspek sumber daya, pegawai melihat dukungan sumber daya manusia, wewenang, 

dan fasilitas sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. 

Sementara di pihak PKL, persepsi berbeda muncul karena mereka masih merasa belum ada 

dukungan nyata berupa penataan lokasi yang layak atau pendampingan setelah penertiban 

dilakukan. Hal ini menjadi catatan agar sumber daya penertiban dapat diarahkan lebih 

responsif terhadap kondisi masyarakat. 

Pada aspek disposisi, pegawai memandang sikap pelaksana Satpol PP cukup konsisten 

dan berkomitmen dalam menegakkan peraturan. Namun di lapangan, PKL masih menilai 

penertiban terkadang dilakukan secara mendadak dan kurang melibatkan pendekatan 

persuasif, sehingga menimbulkan penolakan. Ini menegaskan perlunya peningkatan sikap 

humanis dari pelaksana agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan cara yang lebih diterima. 

Pada aspek struktur birokrasi, pegawai menilai alur kerja dan SOP sudah ada dan 

diterapkan, tetapi dari sudut pandang PKL masih ditemukan kendala di lapangan seperti 

penataan kewenangan antar pihak yang belum sinkron. Hal ini dapat memunculkan tumpang 

tindih penanganan dan kebingungan di lapangan, sehingga perlu evaluasi mekanisme kerja 

birokrasi agar pelaksanaan penertiban lebih terarah. 

Secara keseluruhan, hasil penilaian gabungan ini menggambarkan bahwa implementasi 

kebijakan penertiban PKL di Kecamatan Senapelan telah berjalan sesuai peraturan, namun 

masih terdapat beberapa hambatan pada aspek komunikasi, dukungan sumber daya, 

pendekatan sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Temuan ini menjadi dasar penting untuk 

perbaikan agar penertiban dapat berlangsung lebih efektif, adil, dan diterima oleh semua pihak 

terkait. 

. 

KESIMPULAN   

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, wawancara, observasi, serta analisis data 

kualitatif dan kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, khususnya dalam penertiban 

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Teratai, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, 

tergolong “Cukup Terlaksana”. 

Penilaian ini didasarkan pada empat indikator implementasi menurut Edward III: 

1 Komunikasi 

Proses penyampaian informasi kebijakan kepada pedagang belum berjalan maksimal. 

Sosialisasi yang kurang merata menyebabkan sebagian besar PKL tidak memahami isi perda 

secara utuh, sedangkan koordinasi antarinstansi pelaksana juga belum optimal. 

 

2 Sumber Daya 

Keterbatasan jumlah personel, sarana pendukung, dan alokasi anggaran menyebabkan 

kegiatan penertiban belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, 

belum tersedia alternatif yang layak bagi PKL pasca penertiban 

. 
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3 Disposisi 

Komitmen petugas dalam melaksanakan penertiban cukup baik, tetapi pendekatan yang 

digunakan masih bersifat represif dan kurang komunikatif. Hal ini menimbulkan resistensi dari 

PKL yang merasa tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi kebijakan. 

 

4 Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan perda masih menghadapi hambatan, terutama 

dalam hal prosedur yang belum sistematis serta minimnya koordinasi yang terencana. SOP 

pelaksanaan belum sepenuhnya menjadi pedoman teknis yang konsisten di lapangan. 

 

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan sudah mulai dijalankan oleh Satpol PP, namun 

masih diperlukan perbaikan di berbagai aspek agar implementasinya dapat berjalan secara 

efektif, komunikatif, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi 

para PKL. 
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